LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

——

Nomor 13,2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan

Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah
Kecamz-ttan dan Kelurahan, maka untuk kelancaran tugas pelayanan
masyarakat yang efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk
lembaga - lembaga Teknis Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan
dalam Peraturan Daerah,

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nornor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984
Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Diskriminasi
terhadap Perempuan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984
Nornor 29, Tambahan Republik Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992

76




Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3475);

4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Kobupaten
Banggai  Kepulauan (Lembaran Negara Indonesia Tahun
1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235),

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 10 Tahun 2004, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53,TAmbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tnhun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548),

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994
tentang Penyelenggaraan Pembangunan Sejahtera ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
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10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomeor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintahan Daeiah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
daerah Kabupaten / Kota. (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Pcrangkat Daerah (1,1'mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tflinbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
'~ MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEI'ULAUAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMIJAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KETULAUAN.,
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Daerah imyang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pecmerintahan Daerah.

2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

3. Wakil Bupati adalah Wakll Bupati Banggai Kepulauan,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah..

5. Otonoi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk rnengatur
dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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6. Perangkat daerah kabupaten adalah unsure pembantu kepala daerah dalam
menyelenggarakan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris
DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

7. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

9. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsure penunjang yang melaksanakan
kegiatan di Bidang Pemeritahan dan Pembangunan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

10. Kantor adalah Satuan Unit Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan
kegiatan tertentu dibidang Pemerintahan, Pembangunan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural,

BABII
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 2
(D) Dengan peraturan daerah ini dibentuk lembaga teknis daerah.
(2) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ndalah terdiri dari:
a. badan kepegawaian daerah;
b. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Q

kantor perpustakaan daerah;

=

kantor satuan polisi pamong praja kabupaten banggai kepulauan;
BAB III
KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1)  Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati.
(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
(3)  Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 4

Bagan susunan organisasi lembaga teknis daerah sebagaimana tercantum dalam lampirpn
peraturan daerah ini,
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BABIV
ORGANISASI UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH
Pasal 5

(1) Unit pelaksana lembaga teknis daerah kabupaten adalah unsure pelaksana teknis
operational badan dilapangan.

(2) Unit pelaksana lernbaga teknis daerah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jiwrib kepada kepala badan dan secara
operasional dikoordinasikan oleh camat.

TUGAS
Pasal 6
Unit pelaksana lembaga teknis daerah kabupaten mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja di kecamatan.
FUNGSI
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, unit pelaksana lembaga
teknis daerah mempunyai fungsi:
a. melaksanakan sebagian tugas badan sesuai bidangnya.
b. pelaksanaan tugas admimstrasi.
KEWENANGAN
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, unit pelaksana lembaga
teknis daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bi mbingan teknis.

b. Konrdinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya.

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan wilayah kerjanya.

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
(1) Organisasi unit pelaksana lembaga teknis daerah kabupaten terdiri dari
a. Kepala UPTU
b. sub bagian tata USaha.
c. kelompok jabatan fungsional,
(2) Bagan susunan organisasi unit pelaksana lembaga teknis daerah diatur dengan
peraturan bupati.
BABYV
KELOMPGK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10
Kelompok jabatan fungaional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang
keahlian dan kebutuhan.
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Pasal 11
(1) Kolompok jabatan fungsional terdini dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terdiri dalam berbagai kolompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
HUBUNGAN TATA KERJA

(1) Kepala lembaga teknis daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan lembaga teknis daerah para kepala
bidang, sub bagian menetapkan prinsip koordinasi, integritas dan  sinkronisasi,
secara vertikal,

(3) Setiap pimpinan lembaga teknis daerah dalam lembaganya  masing-masing
bertanggung jawab memimpin  dan mengkoordinasikan bawahannya masing -
masing dan memberikan bimbingan serta  petunjuk-petunjuk  bagi pilaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Setiap  pimpinan satuan lembaga  teknis daerah  wajib melaksanakan
pengawasan melekat.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib meiigikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggung jawab pada masing-masing dan menyampaikan laporan
tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan lembaga teknis daerah diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

(1) Hal-hal mengenai penjabaian tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya masing -
masing Lembaga Teknis Daerah sepanang mengenai pelaksanaannya akan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Pada saat Perahiran Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Nornor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten banggai kepulauan.
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PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
L UMUM
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) maka Pemerintahan Daerah
mengambil langkah-langkah penyusunan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur
penunjang Pemerintah Kabupaten penunjang Pemerintah KAbupaten Banggai Kepulauan
yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang
mempunyai fungsi merumuskan kebijkakan tenis sesuai dengan lingkup tugasnya dan
pelayanan dalam rangka rangka penunjang penyelenggaraan Pernerintah Daerah.
Dalam pembentukan oraganisasi lembaga teknis daerah ini terdapat 4 (Empat) (Lembaga
Teknis) yang terdiri dan :
a. Badan kepegawaian Daerah;
b. Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
c. Kantor Perpustakaan Daerah;
d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan;
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal 2 ayat (2) huruf a
Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
Kepala
b. Sekretariat, Membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Itogian Program dan Pelaporan;
3. Sub hagian Keuangan '
c. Bidang Mutasi dan Pengadaan, membawahkan ;
1. Sub Bidang Mutasi;
2. Sub Bidang Pengadaan.
d. Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan, membawahkan :
1. Sub Bidang Pemberhentian
2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
e. Bidang Pemberhentian dan Pensiun, membawalikan :
1. Sub bidang Pemberhentian;
2. Sub Bidang pensiun;
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f. Bidang Informasi dan Kearsipan, membawahkan :
1. Sub Bidang Informasi;
2. Sub Bidang Kearsipan.
g, Unit pelaksana Teknis Daerah
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 2 ayat (2) huruf b
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat, membawahkan
1. Sub bagian perencanaan dan keuangan;
2. Sub bagian kepegawaian;
3. Sub bagian Umum dan perlengkapan.
¢. Bidang KB/KR, membawahkan :
1. Sub bidang Advokasi dan KIE;
2. Sub bidang pelayanan KB/KR,
d. Bidang pemberadayaan perempuan, membawahkan :
1. Sub bidang pembianaan organisasi dan peningkatan kualitas perempuan;
2. Sub bidang perlindungan hak anak dan perempuan,
e. Bidang pemberdayaan ke'luarga dan keluarga sejahtera, membawahkan :
1. Sub bidang ketahanan keluarga;
2. Sub bidang pembinanaan institusi dan bantuan modal,
f. Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data, membawahkan :
1. Sub Bidang pencatatan,pelaporan, Analisis dan evaluasi data;
2. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Dokumentasi Data.
g. Unit Pelakasana Teknis Daerah
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2 ayat (2) huruf ¢
Kantor Perpustakaan Daerah KAbupaten BAnggai kepulauan, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan informasi;
d. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
e. Seksi Arsip dan Dokumentasi.
Pasal 2 ayat (2) hurufd
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KAb. Banggai kepulauan, terdiri dan :
a. Kepala Kantor:;

83




Pasal 7

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KAB. BANGGAI KEPULAUAN
KEPALA
|
| :
[ Kelompok Jabatan F sional SEKRE;’ARIA?
]
S = i
Sz Saamar I A S.T Damar ) St S
Perencanaan dan Keuangan | i “epegawaian | IUmum Hdan Pedengkanan
: : {
§ 1 I B |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KB/ KR ‘ Pemberdayaan Perempuan Pembardayaan Keluarpa dan Pelaparan dan Pengelolaan Data
KMMJI Sejantera
SUB BIDANG ' SUE BIDANG SUE BIDANG SUB BIDANG
Advokasi dan KIE Pembnaan Organisasi dan Keiahanan Keluarga Pencatatan. Pelaporan,
Peningkatan Kualitas Anahsis dan Evalyas: Data
FParampuan
.l SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
Pelayanan KB / KR Perindungan Hak Anak PFembinaan Inslitusi dan Pengumpulan, Pengolanan
dan Perempuan Bantuan Modai dan Dokurnentosi Data
UPTD
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KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA
‘TA—_' st
. lompok Jabatan Fungsional [ SEKRETARIAT
. O | \
¥ .3 [T i Sub Bagian Sub Bogan " Suo Bagan |
Umum dan Kepecsawalan Frosyrarn dan Palaporss e
=
[ o 1 T 1
BIDANG BIDANG PENGEMEANGAN ] BIDANG BIDANG
MUTASI DAN PENGADAAN CIAN KEGEJAHTERAAN PEMBERHENTIAN DAM PENSIUN INFORMAS! DAN KEARGIPAN
Sub Bedasn : Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang
Mutasi j Fergembangan Pombarhentan informasi
Sub Bidang Sub Eidang Sub Bidang Sub Bidang
Pengadaan Kesejahteraan Pegawsl Pensiun Kaarsipan
UPTD
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KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN TATA
USAHA
- | M ARS OKUMENTASI
- NGAN BAHAN SEKSI PEMBINAAN SEKSI ARSIP DAN D
SEKSI PENGEMBA. i

PUSTAKA DAN LAYANAN
INFORMVELASI
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN TATA
USAHA

SEKSI OPERASIONAL DAN SEKSI PENGAMANAN DAN SEKSI PENYULUHAN DAN
PEMERINTAHAN PENGAWALAN KESAMAPTAAN
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